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PERSOALAN BUMN ©

Kasus korupsi BUMN merugikan negara dan masyarakat langsung
(Jiwasraya, ASABRI, Garuda dll)

Ketidakjelasan tujuan: profit atau pelayanan publik?
Seleksi tertutup dan intervensi politik
Monopoli dan proteksi oleh negara

Relasi yang dekat: bisnis-birokrasi-politisi dan problem konflik
kepentingan.

Jumlah BUMN sangat banyak, sulit melakukan koordinasi dan monitoring
(FY 2021: 79 persero+12 Perum)




KEBIJAKAN KEMENTERIAN BUMN

Membentuk holding, mengurangi jumlah BUMN,
memudahkan monitoring dan koordinasi.

Restrukturisasi dan likuidasi BUMN.

Mendorong penegakan hukum dalam kasus korupsi
BUMN.

Mendorong penerapan SMAP/ISO 37001 (Agustus
2021: 98 dari 107 tersertifikasi)
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REPORTING

besarnya kepads Negara, maka pengeiciaan BUMN harus
Glakukan secara profesonal dan bebas dan tndak pdana
korupsi.

SIAPA?

Perusahaan yang Gndal adalah Badan Usaha Mak Negara
(BUMN), badk BUMN Thk maupun Non-Thk yang berasal dart 13
Sektor Usaha.

BAGAIMANA?

Proses pendawn dilakuban dalam 4 fase, yatty (1) pengumputan
data, (2) forum vahdas melshs 2 tahapan, dan review data
cleh setiap BUMN. Sumber data pencition adalah dokumen
publik seperti pedoman periaku, aporan tahunan, laporan
keuangan, dan laporan keberlanputan perode 2014-2016.

SEBARAN PERUSAMAAN INDONESIA
Berdasar Negara Beroperasi

TEMUAN UTAMA

Skor Transparency in Corporate Reporting berada pada
rentang 0 - 10. 0 berarth sangat tidak transparan, 10
Derart) sangat transparan Skor TRAC BUMN sebesar
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Beroperasi dengan standar etika dan integritas tertinggi

2. Memastikan tatakelola dan pengawasan praktek terbaik program anti-
korupsi

3. Akuntabel terhadap pemangku kepentingan melalui transparansi dan
pelaporan publik

4. Memastikan kebijakan dan prosedur sumber daya manusia mendukung
program anti- korupsi

5. Merancang program anti-korupsi berdasarkan penilaian risiko
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6.

7.

10.

Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur khusus untuk menangkal
risiko korupsi utama

Mengelola hubungan dengan pihak ketiga untuk memastikan mereka
menjalankan usaha sesuai standar anti-korupsi yang setara dengan
standar BUMN

Melakukan komunikasi dan pelatihan untuk membumikan program anti-
korupsi

Memberikan advis yang aman dan mudah diakses dan saluran pelaporan
indikasi pelanggaran (whistleblowing)

Memantau, menilai, dan terus meningkatkan pelaksanaan program
antikorupsi
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